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GUBERNUR BENGKI..!LU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

}ED,] .'1,[AT PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

]. U}IGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

H#im-Hrrg :4.

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dalam rangka rneningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkua-litas
diperlukan adanyapedoman pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi;

1.

bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun
20i3 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkuiu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSa3l;

Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a846);

b.

2.

3.

J
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Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentangPemerintaha, Daerah {Lembaran Negara RepubiifIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia iro*o. ssgT)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20 15tentang Perubahan Kedua Atas Undang_UndangNomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemJrintahan
P39fh fl,embaran Negara Republik Iidonesia Tahun2015 Nomor 58, hambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56Z9l;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20os tentangPembinaan dan _ pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negaia depublikIndonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2o10 tentangPelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi pubrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tah.n 2010 wo*o. gg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind,onesia
Nomor 51a9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2otz
tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi DanDokumentasi Kementerian Oatam N.g;- DanPemerintahan ?1"{"h (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlT Nomor tST);
Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010tentang standar Layanan Informasi pubrik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
Peraturan Komisi Infornasi Nomor 2 Tahun 2010tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi
Publik;

MEMUTUSKAN:

PEDOMAN PENGELOI-AAN PELAYANAN INFORMASI DANDOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM
pasal 

1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
i. Daerah adalah provinsi Bengkulu.
2' Pemen,,-rah Daerah adarah Gubernur besertapera:rgkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemennuhan daerah provinsi Bengkuiu.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur pelaksana
pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi
Bengkulu.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan
pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat
dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik maupun non elektronik.
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penJrusunan, dan pencatatan dokumen, data,
gambar, dan suara untuk bahan informasi publik;
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Peratutan ini serta
informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
1r:dikatif dan badan lainnya yang tupoksinya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN
dan/atau APBD atau organisasi nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat
cial r'atau sumbangan luar negeri.

Peiabat publik adalah orang yang ditunjuk dan
di'oen rugas untuk menduduki posisi atau jabatan
:3rtentu pada badan publik.
?eiabar Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
s'a_:umr-a disingkat PPID adalah pejabat yang
ler',anggung jawab dalam pengumpulan,
:e-cokur:entasial, penyimpanan, pemeliharaan,
:e:'.-edjaan, distribusi dan pelayanan informasi dan
i:s:nentasi di lingkungan pemerintah daerah yang
=:::: dar: PPID Utama dan PpID pembantu.

-i-:sa:: PPID adaLah pejabat yang merupakan
=:- - :.-J --A,fra.

?r:---:"= --aj-anan trn-forcrasi dan Dokumentasi
r-=*€ s€i:-- -=-i-= dstngkar FLID adalah susunan
JmEfl:rE. .<TE:E- =j::-rnaS1 dAI dOi<r:mentaSi di
in:r,Elr-rqg=r- km" =-- }aera- kudns: Eenek:lu.

4.
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L4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Penrrerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

i5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk
tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

L6. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang
berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
informasi dan dokumentasi publik yang berada
dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu tidak termasuk informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan.

17. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat
pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan
berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang
bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian
informasi dan dokumentasi publik.

18. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem
penyediaan layana.n informasi dan dokumentasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

19. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang
berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi
dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan inforrnasi
dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana
tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi.

20. Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah wadah
komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan,
dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi dan
PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

21. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang
terjadi antara badan publik dengan pemohon
informasi publik dan/atau pengguna informasi
pubUk yang berkaitan dengan hak memperoleh
dan/atau menggunakan informasi publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Pengguna informasi publik adalah orang yang
menggunakan infrrrmasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

23. Pemohon informasi publik adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur
,r"{e, lxn rrn perarura_n pen:ndang-undangal.
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24. Bidang Pendukung adalah bidang yang merupakan
komponen pendukung dari operasionai pelayanan
informasi dan dokumentasi.

25. Pejabat Fungsional adalah petugas dalam
melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi
yaitu fungsional arsiparis, pustakawan, pranata
humas, dan pranata komputer.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai
dasar pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah yang
diselenggarakan oleh Badan Rrblik di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

TUjuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, yaitu yang transparan, efisien, efektif, dan
akuntabel serta dapat dipertanggungiawabkan ; dan

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu untuk menghasilkan layanan' informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini metiputi:

a, jenis informasi publik;

b. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
c. kelembagaan;

d. mekanisrne pengurnpulan, pengklasifikasian,
pendokumen tasian dan pelayanan informasi;

e. pembiayaan; dan

f. pelaporan. "

BAB IV

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 5
(11 Informasi dan dokumentasi publik pemerintah

kerah Provinsi Benghrfu bersifat terbuka dan
d*paf rtialr$fs oleh *tiap pengguna i'formasi dan



6

dokumentasi publik, kecuali informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas
dan rahasia.

\2) Informasi dan dokumentasi publik di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dapat diperoleh
oleh pemohon informasi dan dokumentasi publik
dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses
dengan mudah.

(3) Informasi dan dokumentasi publik yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum,
dan/ atiu ketentuan peraturan oerundarr!-undangan.

(4) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi
yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan
yang seksama bahwa menutup Informasi dan
dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

(1) Gubernur berhak menolak memberikan informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
seperti:

a. informasi dan dokumentasi yang dapat
membahayakan Negara;

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan
dengan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;

c. inforrnasi dan dokurnentasi yang
dengan hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang
dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai
atau didokumentasikan.

(21 Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (U diajukan oleh
PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu
sesuai dengan kewenangannya.

berkaitan

berkaitan

J



Bagian Kedua

Kewqjiban

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu wajib
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi dan dokumentasi publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada pemohon informa.si
publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokurnentasi yang dapat diakses dengan
mudah.

BAB VI

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 8

Jenis informasi publik terdiri dari:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri
atas:

f . informasi yang wqiib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
dan

3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

b. Informasi yang dikecualikan.

Pasal 9

Ihformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a angka
1 yaitu:

a. informasi yartg berkaitan dengan badan publik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu ;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
c. informasi mengenai laporan keuangan dan/atau;
d. informasi lain yang diatur dan sesuai dengan

perundang-undangan; dan

e. Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.

Pasal 1O

Informasi yang wajib di urnurnkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 yaitu
informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum,
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dengan bahasa yang mudah dipahami.



8

Pasal 1 1

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 3 yaitu:

a. daftar seluruh informasi publik;

b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

c. seluruh kebijakan yang ada dokumen berikutnya;

d. rencana kerja termasuk perkiraan pengeluaran
tahunan;

e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan pejabat publik;

g. prosedur kerja; dan

h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Pasal 12

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 8hurufbyaitu:
a. informasi publik yang dapat menghambat proses

penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
persaingan usaha yang sehat, dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan, dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ekonomi
nasional, dapat merugikan hubungan luar negeri, dapat
rnengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat
antar badan publik atau intra badan publik dan
informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.

b. prinsip dalam pengelompokan informasi yang
dikecualikan:

1. ketat dengan metode yarrgvalid dan objektif;

2. terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari
penafsiran yang subjektif dan kesewenangan;

3. tidak mutlak, bahwa tidak ada informasi yang
dikecualikan secara muflak ketika kepentingan
publik yang lebih besar rnenghendakinya.

c. Pengecualian informasi ini harus melalui uji
konsekuensi;

d. Untuk menjamin objektivitas maka metode har'us
dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing
publik interest test);

e. Pengkiasifikasian harus disertai dengan pertimbangan
terlulis tentang implikasinya dari berbagai aspek;

t. Informasi dan kebijakan pejabat publik;
g. Klasifi"kasi diajukan oleh unit kerja yang memiliki

kernandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan
--:---:-.- -i, !\ H\,

/
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BAB VII

PPID

Pasal 13

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi
Bengkulu dengan membentuk dan menetapkan PPID;

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melekat
pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan
fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau
kehumasan;

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan ppID
dibentuk PLID;

(4) PPID sebagaimana dimaksud
PPID Utama pada PLID.

pada ayat (21 merupakan

Pasal 14

PPID utama di lingkungan Pernerintah Daerah provinsi
Bengkulu bertanggungiawab kepada Gubernur melarui
Sekretaris Daerah.

Pasal 15

susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi
Bengkulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PE]..}ABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

PPID utama di linglarngan Pemerintah Daerah provinsi
dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 17

PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi
terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD,
Inspektorat, dinas, badan, dan/atau Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua

TUgas dan Kewenangan

Pasal 18

PPID Utama bertugas:

a. men]rusun dan melaksanakan'kebijakan informasi dan
dokumentasi;

b. men]rusun lapora,n pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari ppID pembantu;
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m.
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menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberikarr pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada publik;

melakukan verilikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
memonitoring atas pelaksana€Ln kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat keq'a secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak
untuk dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat
fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan
memelihara informasi dan dokumentasi; dan

membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17, PPID Utama berwenang:

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi
dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang
menj adi cakupan kerjanya;

d, menentukan atau menetapkan suatu informasi oan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk
kebutulian organisasi.

Pasal 2O

l1) PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab
dan kes'enangarrnva;

b. menvampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PFID Ltta::aa. dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan
sei,reir atau sesuai kebufUhan;

;- neiecq*r;n'xp:l kebiinknn teknis informasi dan

ob'

i.

j.

k.

1.

tl



dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan bagi
pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan
bahan dan data lingkup komponen di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk menjadi
bahan informasi publik;dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID

Pembantu khusus di Sekretariat DPRD bertugas untuk:

a. menyarnpaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan;dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 21

PPID bertanggungiawab mengoordinasikan pengumpulan,
penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi
publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di Badan
Publik yang meliputi:

a. informasi yg wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. informasi yg wajib tersedia setiap saat;dan

c. informasi terbuka lainnya yg diminta pemohon informasi
publik.

BAB VIII

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

tsagian kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 22

Struktur Organisasi PLID Provinsi, terdiri dari:

a. Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu
sebagai pembina;

b. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pengarah;

c. Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu, sebagai Tim Pertimbangan;

d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bengkulu sebagai PPID Utama;

e. Sekretaris Dinas/Badan dan pejabat yang mengelola
informasi dan dokumentasi pada Sektetariat DPRD dan
Sektetariat Daerah sebagai PPID Pembantu;
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f. bidang pendukung, yang terdiri dari sekretariat PLID,
bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang
pelayanan infomasi dan dokumentasi, dan bidang
fasilitasi sengketa infomasi; dan

g. Pejabat Fungsional.

Pasal 23

Bagan struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud
dalam pasal 22, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur Bengkulu ini.

Bagian Kedua

DIDP

Pasal 24

(1) DIDP paling sedikit memuat:

a. nornor;

b. ringkasan isi informasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai
informasi;

d. penanggungiawab pembuatan atau penerbitan
informasi;

e. waktu dan tempat pembuatan informasi;

f. bentuk informasi yang tersedia;dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala
oleh PPID Utama.

{3i Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang
sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bengkulu
untuk dilestarikan dan diklasilikasi menjadi bahan
pustaka.

{4} Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
tsengkulu ini.

Bagran Ketiga

RPID

Pasal 25

{lt RPID berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bengkulu.

12) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas
peiayanan informasi.

L'
-



13

Bagian Keempat

SIDP

Pasal 26

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oieh PPID untuk
mempermudah akses pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama
dengan PPID Pembantu.

(3) Selain menger,nbangkan SIDP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2\ Pemerintah Provinsi Bengkulu
mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara
Regional dengan PPiD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu.

Bagian Kelima

LLID

Pasal 27

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bengkulu, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(21 Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan
Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-
masing.

(3) Laporan, paling sedikit memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi
dan dokumentasi publik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan
dokumentasi publik yang dimiliki beserta
kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan
informasi dan dokumentasi publik beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi
publik serta laporan penggunaannya.

c. rincian pelayanan inforrnasi dan dokumentasi publik
yang meliputi:

1. jumlah permohonan informasi publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi
setiap permohonan informasi publik dengan
kiasifikasi tertentu;

3. jumlah permohonan informasi publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4- $rmrlah ;rrmohonan informasi publik yang
I
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ditolak beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik,
meliputi:

1. jumtah keberatan Yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil
putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
badan publik.

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan
layanan informasi dan dokumentasi publik; dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan
dokumentasi.

Pasal 28

(1) LLID diumumkan kepada publik dan disampaikan
kepada Gubernur melalui atasan PPID.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

BAB IX

TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 29

Tara keqa pelayanan informasi dan dokumentasi rneliputi:

a. pengelolaaninformasi;
'3. dokumentasi dan arsip;dan

: pela1'anan informasi publik.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi

Pasal 30

- setiap informasi dari setiap Perangkat Daerah merupakan
--arrgung jau-ab pimpinan PD.

I s€ciap inforrnasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah
rleruDaka-n saru kesatuan informasi dari unit kerja
ubawah"nl'a.

i sr=ial. --orraasi publik dari Perangkat Daerah
-nsr*!:n,iltrer ke PFID Utama;

uul| Stfiry :nf:n=ag, l:a:-q Eii,ol-*h rneri-lpaka-n rnforrnasi r-ang
dinmffirmnLmr: - "n-r-:-ih SEFerE -,pt : :r.at aL,a-:t Lri o m:.asi.
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Bagian Kedua

Dokumentasi dan Arsip

Pasal 31

Pendokumentasian dan pengarsipan dilakukan dengan :

a. deskripsiinformasi;

b. verifikasi informasi;

c. otentikasi informasi untuk menjamin keaslian
dokumen;dan

d. pemberian kode informasi untuk mempeffnudah
pencarian informasi.

BAB X

MEKANISME PERMOHONAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 32

Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan
pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Pasal 33

Pemohon informasi dan dokurnentasi meliputi:

a. perseorangan;

b. kelompok masyarakat;

c. lembaga swadaya masyarakat;

d. organisasi masyarakat;

e. partai politik, dan

f. badan publik lainnya.

Pasal 34

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi
persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau paraturan perundang-
undangan;

b. mencatumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan;dan

d. mencatumkan maksud dan tujuan permohonan
informasi dan dokumentasi yang dapat
dipertanggungj awabkan.

Pasal 35

(1) Pemohon informasi mengajukan permohonan secara
tertulis atau tidak tertulis.

(2) Petugas pelayanan informasi mencatat nama, alamat,
obyek dan informasi yang diminta, serta mencatat
permohonan informasi yang tidak tertulis.

(3) Perugas pelayanan informasi wqjib memberikan tanda

J
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bukti penerimaan permintaan informasi berupa nomor
pendaftaran, permintaan informasi yang disampaikan
secara langsung atau melalui surat elektronik tanda bukti
langsung diberikan, apabila tidak langsung atau melalui
surat nomor bukti diberikan bersamaan dengan
pengiriman informasi.

(4) Informasi diberikan kepada pemohon paling larna i0
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan:

a. informasi yang diminta berada dibawah
penguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan dan penolakan permintaan atas informasi
dengan alasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

c. alat penyampai dan format informasi yang diberikan;
dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang dirninta.

(5) PPID wajib memberitahukan kepada Badan yang
menguasai informasi yang diminta.

(6) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sesuai peraturan perundangan, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan
dengan disertai alasan dan materinya.

{71 PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana ayat 4 (empat) paling
lambat 7 (tujuh) hari keda berikutnya dengan
memberikan alasan secara tertulis.

BAB xI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

PENATAAN PLID

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2\ Pembinaan dan pengendalian penataan
Kabupaten / kota dilakukan oleh Gubernur.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (21 dilakukan melalui:

a. fasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas PPID;

c. monitoring dan evaluasi; dan

d. dukungan tekn.is administrasi.

Provinsi

PLID

(1) dan
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BAB )il
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 37

Jenis SOP PPID, antara lain:

a. sop penyusunan daftar informasi dan dokumentasi

publik;

b. SOP permohonan informasi publik;

c. SOP uji konsekuensi;

d. SOP pengajuan keberatan informasi publik;dan

e. SOP fasilitasi sengketa informasi'

Pasal 38

standar operasional Prosedur PPID ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.
BAB XIII

FKPPID

Pasal 39

Da]am rangka melakukan kornunikasi, koordinasi,

konsolidasi, pembinaan dan pengawasan PPID

Kabupaten / Kota Gubernur membentuk FKPPID

Pasal 40

FKPPID terdiri dari seluruh PPID Provinsi dan PPID

Pemerintah KabuPaten/Kota'

BAB XIV

PEMBIAYAAN

" Pasal 41

Segala Biaya yang diperlukan d'alam rangka pengelolaan

p.i"V""* "informisi dan dokumentasi dibebankan pada

n gg"r"n Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu

BAB )il/
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 20 13

tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Daerah -Provinsi Bengkulu (Berita Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2alg Nomor 20), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Paeal 43

Peratrrran CJ"t"* ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orarrg menggtahuirrya, 
' memerintahkan

pingundatrgan Feraturan Gubernur ini dengan

ienempatannya datrau,r Berita Daerah Provinsi Bengkulu,

D-itetapkan di Bengkuh.t
pada tanggal 5 Maret 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

ffi18
i:FBOVINSI BENGKULU,

d"
&I{DUSTI

BENGKTJLU TAHUN ?018 NOMOR 6

-EJ


